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PENETAPAN 

Nomor 165/Pdt.P/2019/PN Mpw 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai 

berikut dalam perkara permohonan: 

Hj. Susanti,  tempat lahir di Sungai Rasau, Tanggal 22 Juli 1982, jenis kelamin 

perempuan, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, 

Kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan : kawin, alamat 

Desa Sungai Burung, Rt.004, Rw.002, Desa Sungai Radau, 

Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah; 

Selanjutnya disebut sebagai ............................................. Pemohon; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon; 

Setelah memperhatikan bukti surat-surat serta memeriksa saksi-saksi yang 

diajukan oleh Pemohon; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 30 

September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri 

Mempawah pada Tanggal 2 Oktober 2019 serta didaftarkan dalam register perkara 

perdata permohonan Nomor 165/Pdt.P/2019/PN Mpw, telah mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, lahir di Sungai Rasau 

Pontianak, pada tanggal 22 Juli 1982, anak perempuan, dari seorang ibu yang 

bernama KALSUM, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 

6102 – LT – 24102 – 18 – 0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan 

Sipil Kabupaten Pontianak, di Mempawah, pada tanggal 24 Oktober 2018;   

2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama SUSANTI; 

3. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki 

(keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, serta tertib administrasi oleh karena 

itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula bernama 

SUSANTI menjadi NAHLAN ZAINI ABDULLAH. 

4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari 

Pengadilan Negeri setempat. 
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5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/ domisili dalam wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke 

Pengadilan Negeri Mempawah;  

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon 

kehadapan bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya 

memanggil  Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula 

kiranya menetapkan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan  permohonan  pemohon; 

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama 

Pemohon, pada   Surat  Kutipan Akta Kelahiran No. 6102 – LT – 24102-18-0004, 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mempawah, di mempawah, pada tanggal 24 Oktober 2018, atas nama 

SUSANTI menjadi NAHLAN ZAINI ABDULLAH dan seterusnya menyebut 

dirinya NAHLAN ZAINI ABDULLAH;  

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini 

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah,      

untuk mencatat pada pinggiran Surat  KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 6102 – 

LT – 24102-18-0004, atas nama SUSANTI tentang penggantian nama tersebut 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;  

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon 

melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap kepersidangan dan sebelum 

Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada 

permohonannya; 

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Permohonanya 

selanjutnya untuk memperkuat/ membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan 

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102076207820001 atas nama Hj. 

Susanti, selanjutnya diberi tanda P – 1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-24102018-0004 atas nama 

Susanti, selanjutnya diberi tanda  P – 2; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102072801100010 atas nama Kepala Keluarga 

Hj. Susanti, selanjutnya diberi tanda  P – 3 ; 

4. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 474.4/173/PEM, tertanggal 

25 September 2019 atas nama Hj. Susanti, selanjutnya diberi  tanda  P – 4; 

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, dan P – 4 

tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan 
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ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga ke semua bukti-bukti surat tersebut dapat 

diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara permohonan ini; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi 

di persidangan bernama : 

1. Saksi Muhammad Dedi, disumpah yang  pada pokoknya menerangkan:   

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak 

kandung saksi; 

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Rasau, Rt.004/ Rw.002, 

Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten 

Mempawah; 

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri 

Mempawah hendak mengganti nama dalam akte kelahiran Pemohon dari 

Susanti menjadi Nahlan Zaini Abdullah karena Pemohon merasa tidak cocok 

dengan nama Pemohon sekarang, Pemohon juga ingin menyamakan nama 

Pemohon sesuai dengan Akta Lahir anak Pemohon dan Buku Nikah 

Pemohon; 

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus pergantian nama Pemohon 

kepada Kepala Desa Sungai Rasau; 

- Bahwa sepengetahuan saksi atas perbedaan tersebut sampai dengan saat 

ini tidak ada permasalahan hukumnya; 

2. Saksi Mulyadi Jaya, disumpah yang  pada pokoknya menerangkan:   

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi; 

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sungai Rasau, Rt.004/ Rw.002, 

Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten 

Mempawah; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi; 

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri 

Mempawah hendak mengganti nama dalam akte kelahiran Pemohon dari 

Susanti menjadi Nahlan Zaini Abdullah karena Pemohon merasa tidak cocok 

dengan nama Pemohon sekarang, Pemohon juga ingin menyamakan nama 

Pemohon sesuai dengan Akta Lahir anak Pemohon dan Buku Nikah 

Pemohon; 

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus pergantian nama Pemohon 

kepada Kepala Desa Sungai Rasau; 

- Bahwa sepengetahuan saksi atas perbedaan tersebut sampai dengan saat 

ini tidak ada permasalahan hukumnya; 
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Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon 

menyatakan benar dan tidak keberatan;   

Menimbang, bahwa Pemohon juga dipersidangan memberikan keterangan 

bahwa permohonan pergantian nama pemohon tersebut bukan karena ada masalah 

hutang dengan pihak lain atau pihak bank manapun; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-

hal yang termuat di dalam berita acara persidangan harus dianggap dan dipandang 

telah termuat pada penetapan ini; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM  

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

seperti tersebut pada surat permohonannya; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, 

Tanggal 30 September 2019 ke Pengadilan Negeri Mempawah dan didaftarkan di 

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah, pada Tanggal 2 Oktober 

2019 dibawah Register Perkara Nomor: 165/Pdt.P/2019/PN.Mpw, yang pada 

pokoknya bermaksud untuk melakukan pergantian nama Pemohon yaitu pada 

Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6102-LT-24102018-0004, Tanggal 24 Oktober 2018, 

yang semula tertulis bernama Susanti supaya diganti menjadi Nahlan Zaini 

Abdullah; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah 

permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan 

berdasarkan bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan? 

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti surat yang ada dan 

dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Dedi dan saksi Mulyadi Jaya, maka 

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :    

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti 

nama Pemohon yang semula dari bernama Susanti pada Kutipan Akta 

Kelahiran, Nomor 6102-LT-24102018-0004, Tanggal 24 Oktober 2018 diganti 

menjadi bernama Nahlan Zaini Abdullah; 

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama 

Pemohon yang semula bernama Susanti diganti menjadi bernama Nahlan Zaini 

Abdullah karena merasa tidak cocok dengan nama Pemohon sekarang, 

Pemohon juga ingin menyamakan nama Pemohon sesuai dengan akkta lahir 

anak Pemohon dan buku nikah Pemohon; 

- Bahwa Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan bahwa 

permohonan pergantian nama pemohon tersebut bukan karena ada masalah 
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hutang dengan pihak lain atau pihak bank manapun maupun masalah hukum 

lain; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata 

Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat 

dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan 

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan 

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat 

Pemohon dan dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang 

menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya 

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang 

bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan 

penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P – 2) 

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta keterangan saksi 

Muhammad Dedi dan saksi Mulyadi Jaya dipersidangan, maka Hakim berpendapat 

bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan pergantian nama 

Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6102-LT-24102018-0004, 

Tanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P – 2), yang semula tertulis bernama Susanti 

supaya diganti menjadi Nahlan Zaini Abdullah merupakan hal yang dapat diterima 

oleh Hakim Pengadilan Negeri Mempawah; 

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) 

permohonan Pemohon menuntut supaya Hakim memberikan izin kepada Pemohon 

untuk mengganti nama Pemohon, pada Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-

LT-24102018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Mempawah, di Mempawah, pada Tanggal 24 Oktober 2018, atas 

nama Susanti menjadi Nahlan Zaini Abdullah dan seterusnya menyebut dirinya 

Nahlan Zaini Abdullah, maka Hakim berpendapat sangat beralasan dan pantas 

untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini, Hakim 

perlu memerintahkan kepada Pemohon supaya memberitahukan kepada Pejabat 

Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil 

atau Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6102-LT-24102018-0004, Tanggal 24 Oktober 
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2018, tentang pergantian nama Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama 

Susanti supaya diganti menjadi Nahlan Zaini Abdullah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 

yaitu Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta 

pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai 

alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta 

Kelahiran, Nomor 6102-LT-24102018-0004, atas nama Susanti, Tanggal 24 Oktober 

2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Mempawah, maka terhadap pergantian nama Pemohon tersebut wajib 

dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pejabat 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan;  

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini Hakim 

perlu memerintahkan supaya Pemohon melaporkan salinan penetapan ini yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat pada 

pinggiran Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6102-LT-24102018-0004, atas nama 

Susanti, Tanggal 24 Oktober 2018 tentang pergantian nama Pemohon tersebut 

dalam register yang disediakan untuk itu sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) 

dalam permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan penambahan dalam 

redaksinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan 

Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil 

permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan 

dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan;  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka 

biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon sehingga terhadap 

petitum angka 4 (empat) dalam permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (empat), 3 (tiga), dan 4 

(empat) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) 

dalam permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan; 

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 
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Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang 

bersangkutan; 

MENETAPKAN:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama 

Pemohon pada surat Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6102-LT-24102018-0004, 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mempawah, di Mempawah, pada Tanggal 24 Oktober 2018, yang semula 

bernama Susanti diganti menjadi Nahlan Zaini Abdullah dan seterusnya 

menyebut dirinya Nahlan Zaini Abdullah; 

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini 

kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mempawah, untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 

6102-LT-24102018-0004 tentang penggantian nama Pemohon tersebut ke 

dalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang 

hingga kini berjumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah). 

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 

2019, oleh kami Arlyan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, 

dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada 

Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga 

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut. 

 

            Panitera Pengganti,                              Hakim,  

     

        Marlin Yustitia Vika, S.H.                                                Arlyan, S.H.,M.H. 

Perincian Biaya Perkara 
- Pendaftaran       :  Rp  30.000,00 
- Biaya Administrasi Proses Perkara   :  Rp  50.000,00 
- Panggilan       :  Rp        - 
- Materai    :  Rp    6.000,00 
- Redaksi    :  Rp  10.000,00  
- Biaya PNBP Panggilan  :  Rp  10.000,00   + 
 Jumlah                 :  Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) 
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